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MOTTO 

ٓ  ىٰاَجَلٍٰمُّسَمِّىٰفاَكْتبُُ وْهُٰٓ  اٰاذَِاٰتَدَايَ نْتُمْٰبِدَيْنٍٰاِلٰ ٓ  ايَ ُّهَاٰالَّذِيْنَٰا مَنُ وْٰٓ  يٰ   

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian 

menulisnya”. 

(Q.S Al-Baqarah: 282) 
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ABSTRAK 

 

 

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek  Nyewa Oyotan 

(Studi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat 

Kabupaten Bengkulu Utara) Oleh Yusilasari NIM 1811120041, 

Pembimbing I: Dr. Rohmadi, S.Ag., MA dan Pembimbing II: Wery 

Gusmansyah, M.H 

 

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) 

Bagaimana praktek nyewa oyotan di Desa Suka Merindu Kecamatan 

Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, (2) Bagaimana Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad Ijarah dan Muzara’ah yang 

terdapat dalam praktek nyewa oyotan di Desa Suka Merindu Kecamatan 

Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui bagaimana praktek nyewa oyotan di Desa Suka 

Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara dan 

untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap 

akad Ijarah dan Muzara’ah yang terdapat dalam praktek nyewa oyotan di 

Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu 

Utara. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan sifat penelitian diskriptif kualitatif. Penelitian 

menggunakan beberapa metode yaitu metode observasi, metode 

wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat 

bahwa: (1) praktek nyewa oyotan yaitu dengan kesepakatan bahwa 

penggarap tetap pemilik lahan dan akad dalam praktik sewa menyewa 

tanah sawah dilakukan dengan lisan tidak tertulis, Serta pelaksanaan bagi 

hasil terhadap praktek sewa menyewa tanah sawah dalam sistem oyotan 

ialah seperdua, dan dengan ketetapan gabah padi. (2) di tinjau dalam 

Hukum Ekonomi Syariah pada praktek sewa menyewa tersebut dilakukan 

dengan dua akad yaitu Ijarah dan Muzara’ah. Dalam akad Ijarah praktek 

sewa tersebut telah sesuai dalam Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan 

dalam akad muzara’ah dalam menentukan hasil ada ketentuan yang tidak 

sesuai yaitu dengan penetapan karung gabah padi itu mengandung unsur 

gharar dan kezaliman karena terdapat ketidakjelasan bagian pada pihak 

pemilik lahan (muzari’), sedangkan bagian penyewa lahan sudah 

dipastikan dari awal terlepas hasil panen melimpah atau gagal. 

 

Kata Kunci: Ijarah (sewa menyewa), Muzara’ah, Hukum Ekonomi 

Syariah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah salah satu negara agraris yang 
sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai 
petani. Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi 
masyarakat adalah dalam bidang pertanian. Karena 
ketersediaan lahan yang dapat membantu masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tanah dan lahan 
adalah hal yang penting dalam melakukan kerja sama 
pertanian. Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki 
tanah atau lahan sebaiknya dimanfaatkan dan dikelola dengan 
baik. Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan sendiri oleh 
pemilik lahan atau dengan cara diserahkan kepada orang lain 
untuk dikelola. 

Sebagai makluk sosial manusia saling membutuhkan 
satu dengan yang lain, sebagaimana yang diperintahkannya, 
Allah menyuruh umat manusia untuk saling tolong menolong 
antar sesama, sesuai dengan firman Allah SWT, yakni Q.S Al-
Maidah: 2 

ٰوَالْعُدْوَانِٰوَات َّقُواٰاللّ وَٰوَلََٰتَ عَاوَنُ وْاٰٰالت َّقْو ىوَتَ عَاوَنُ وْاٰعَلَىٰالْبِّْٰوَٰ ثِْْ اِنَّٰاللّ وَٰعَلَىٰالَِْ
٢ٰٰشَدِيْدُٰالْعِقَابِٰ  

       Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong 
menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 
kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya”. 
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Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan 
dalam kehidupan sehari-hari adalah ijarah atau sewa-menyewa. 
Ijarah adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak 
penyewa dengan yang menyewakan suatu harta atau barang 
untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.1 
Akad ijarah dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan 
antara manfaat barang dengan sejumlah uang sewa. Dari 
pengertian tersebut dapat diartikan bahwa objek ijarah dikuasai 
oleh pihak penyewa.  

Salah satu hal yang terpenting dalam kegiatan muamalat 
adalah akad. Akad bertujuan untuk melahirkan suatu akibat 
hukum. Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu 
kepemilikan dan kekuasaan, kepemilikan adalah suatu yang 
dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan 
apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara‟. Adapun 
kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharf 
sesuai dengan ketepatan syara, baik secara asli, yakni dilakukan 
oleh dirinya, maupun sebagian penggantian (menjadi wakil 
seseorang).2 Firman Allah SWT dalam suarah Al-Maidah :1 

 ي ايَ ُّهَاٰالَّذِيْنَٰا مَنُ وْاٰاوَْفُ وْاٰباِلْعُقُوْدِٰ 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah 

akad diantara kamu” (QS. Al-Maidah:1) 

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah tidak asing lagi 
dengan Praktik sewa-menyewa, praktik sewa menyewa dapat 
ditemui di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat. 
Pada praktik ini yang dijadikan objek dalam sewa-menyewa di 
Desa Suka Merindu adalah lahan tanah sawah. Dalam 
perjanjian (akad) yang dilakukan pihak pemilik lahan dan 
penyewa membahas sistem atau aturan yang digunakan yaitu 
berkaitan dengan harga sewa, mengenai siapa yang akan 

                                                           
1
 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2010), h. 227 
2
 Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 65 
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menyediakan bibit dan pupuk, dan bagaimana pembagian hasil 
panennya, dan mereka menggunakan sewa-menyewa dengan 
sistem satu kali tanam (tancep) atau satu kali panen dikenal 
dengan istilah oyotan. 

Berdasarkan hasil kesepakatan perjanjian tersebut  
adalah bahwasanya pada praktek nyewa oyotan  ini dilakukan 
secara langsung antara penyewa dan pemilik lahan, perjanjian 
yang dilakukan tidak tertulis melainkan hanya ucapan saja. 
Besarnya uang sewa yang diberikan kepada pemilik lahan 
sesuai dengan kesepakatan bersama, hal ini disesuaikan 
berdasarkan luas lahan tanah sawah yang disewakan. dan 
adapun pengelola/penggarap sawah itu adalah pemilik lahan 
bukan pihak penyewa. apabila bibit dan pupuk disediakan oleh 
pihak pemilik lahan, dan dikelola oleh pemilik lahan maka 
hasil panen akan di bagi 1:2, jika bibit dan pupuk disediakan 
oleh pihak penyewa dan dikelola oleh pemilik lahan maka hasil 
panennya 1:3 untuk pemilik lahan 2:3 untuk penyewa lahan 
dan bagi hasil sesuai dengan penetapan gabah padi antara 
penyewa dan pemilik lahan tanah sawah. 3   

Pada praktek nyewa oyotan yang sudah dipaparkan 
praktek tersebut memiliki dua akad yaitu akad ijarah dan 
muzara‟ah. Muzaraah adalah kerja sama pengelolaan pertanian 
antara pemilik dan penggarap, dimana pemilik lahan 
memberikan lahan pertanian kepada pihak penggarap untuk 
ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu 
(persentase) dari hasil panen. Akad muzara‟ah terjadi setelah 
akad ijarah di sepakati maka secara hakikatnya objek sewa 
menjadi milik penyewa lahan selama akad sewa itu 
berlangsung. Selain itu pada praktek nyewa oyotan ini pemilik 
lahan juga mendapatkan hasil dari tanah yang disewakan 
tersebut karena pemilik lahan tetap mengelola lahan, bahkan 
mengeluarkan modal untuk untuk mengelolanya. pada praktek 
ini yang terjadi adalah menggunakan akad muzaraah, karena 
setelah pihak penyewa memberikan uang sewa maka pada 
hakikatnya objek sewa menjadi milik penyewa selama akad itu 
berlangsung. 

                                                           
3
 Jusni, (Penyewa), Wawancara, Kamis Tanggal 10 Februari 2022. 
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Jika ditelusuri melalui obsevasi awal, maka penulis 
memperoleh informasi bahwa pihak pemilik lahan sekaligus 
yang mengelola yaitu Bapak Dahril itu sendiri merasa rugi 
dikarnakan hasil panen gagal disebabkan oleh hama, jadi beliau 
tetap memberikan hasil panen padi kepada pihak yang 
menyewa dengan jumlah penetapan gabah padi sesuai dengan 
akad sebelumnya.4 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan, 
bahwasanya ada dua hal yang menjadi permasalahan yang 
pertama adalah praktik tersebut menggunakan akad sewa 
menyewa, namun hakekat dari sewa menyewa dalam fiqh, Al-
ijarah (sewa menyewa) adalah akad (perjanjian) yang 
berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) 
tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, 
dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.5 Tetapi di 
sini pengelola dari objek sewa tersebut adalah pemilik lahan 
dengan kata lain pemilik lahan tidak melepas sepenuhnya 
pengelolaan lahan tersebut, padahal dalam fikih objek dari 
akad tersebut yang berupa lahan sawah yang disewakan untuk 
dikelola seharusnya hanya diambil manfaatnya oleh penyewa 
yang telah memberikan sejumlah uang kepada pemilik lahan. 
Dan yang kedua, bagi hasil pada lahan sawah dengan di bagi 
1:2, 1:3 dan ketetapan perkarung gabah padi. maka jika melihat 
dari praktik yang sudah di paparkan, bagaimana tinjauan 
Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa-menyewa 
tersebut. Oleh karna itu penulis tertarik untuk meneliti 
mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 
Praktek Nyewa Oyotan”. 

B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktek nyewa oyotan di Desa Suka Merindu 

Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu 
Utara? 

                                                           
4
 Dahril, (Pemilik lahan), Wawancara, Kamis Tanggal 10 Februari 2022. 

5
 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2011), h. 167 
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2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap 
akad Ijarah dan Muzara‟ah yang terdapat dalam praktek 
nyewa oyotan di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti 
Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara?  

C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui bagaimana praktek nyewa oyotan di Desa 

Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten 
Bengkulu Utara 

2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi 
Syariah terhadap akad Ijarah dan Muzara‟ah yang terdapat 
dalam praktek nyewa oyotan di Desa Suka Merindu 
Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. 

D. Kegunaan Penelitian     

    Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis 
diatas kegunaan penelitian ini adalah: 

1.  Secara Teoritis  

Penelitian harapkan penelitian ini dapat: 

a. Agar menjadi bahan pendalaman keilmuan yang 
berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah berkaitan 
praktek Nyewa Oyotan. 

b. Menambah ilmu pengetahuan khususnya di Universitas 
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada 
Fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Ekonomi 
Syariah. 

2. Secara Praktis  
a. Bagi peneliti, yaitu sebagai sarana untuk memperdalam 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta untuk 
memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana 
Hukum. 

b. Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi 
Syariah, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan tambahan 
informasi dan tambahan kepustakaan dalam 
mengembangkan Ilmu Hukum Islam yang berkaitan 
dengan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). 
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c. Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya di 
Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat 
mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 
terhadap Praktek Nyewa Oyotan, yang ada didesa 
tersebut.  

E. Penelitian Terdahulu 

    Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan 
dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa 
penelitian yang pernah penulis baca sebagai berikut:  

     Pertama, Skripsi: Suci Wulandari, mahasiswa Institut 
Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul „‟Tradisi Sewa 
Menyewa Lahan Sawah Dalam Persepktif Hukum Islam (Studi Kasus 
Di Gedung Sako 1 Dan Selasih Di Kecamatan Kaur 
Selatan‟‟.6Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan 
sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Gedung Sako 
1 Dan Selasih. Kesimpulan dalam penelitian ini menganalisis  
kasus dengan teori ijrah, yang meliputi mu‟jir (pemilik sawah), 
ta‟awun (tolong menolong) dan mustajir (penggarap). Hal ini 
mengacu kepada bentuk ijarah dengan objek tanah, padahal 
terkait pengolahan tanah memiliki kajian tersendiri yakni 
muzara‟ah dan mudharabah.  

     Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang akan 
penulis lakukan yaitu: sama-sama membahas mengenai sewa 
menyewa tanah sawah. Perbedaannya yaitu dalam penelitian 
ini membahas pelaksanaan sewa menyewa dan menganalisis 
kasus dengan teori Ijarah. Sedangkan penelitian yang akan 
penulis lakukkan yaitu mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi 
Syariah terhadap praktek nyewa oyotan dengan menggunakan 
dua akad yaitu Ijarah dan Muzara‟ah. 

        Kedua, Skripsi yang berjudul, Sewa Menyewa Sawah 
Dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum 

                                                           
6
Suci Wulandari, Tradisi sewa menyewa lahan sawah dalam persepktif hukum 

islam (studi kasus di gedung sako 1 dan selasih di kecamatan Kaur Selatan), (Bengkulu: 

Institut Agama Islam Negeri, 2014). 
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Ekonomi Syariah (KHES): Studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran 
Kabupaten Lamongan.7 Penelitian ini dilakukan oleh Inayatur 
Rohmah Sa‟idah berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim 
panen di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten 
Lamongan, dilakukan secara lisan, karena didasari atas dasar 
rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak. Serta pada setiap 
musim panen tiba penyewa masih harus memberikan hasil 
panen kepada pemilik sawah, hal ini selain dari pembayaran 
uang sewa. Sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim 
ini menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah sah dan 
memenuhi rukun dan syarat ijarah yang terdapat dalam pasal 
295, pasal 296, pasal 301, pasal 303,dan pasal 318. Serta 
berkaitan dengan pemberian dari hasil panen selain dari uang 
sewa setiap musim panen tiba dapat dibenarkan, sebab ini 
termasuk urf shahih. 

        Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-
sama membahas tentang sewa-menyewa sawah sedangkan 
perbedaannya penelitian ini membahas sewa menyewa sawah 
dengan sistem bayar musim panen tinjauan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah (KHES). sedangkan peneliti membahas 
tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek nyewa 
oyotan. 

      Ketiga, Skripsi yang berjudul, Pelaksanaan Perjanjian Sewa 
Menyewa Tanah Persawahan di Desa Sungai Upih Kuala Kampar 
Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.8 
Penelitian ini di lakukan oleh Andri Syadri berdasarkan hasil 
penelitian bahwa sewa-menyewa atau ijarah dilakukan tidak 
tertulis (saling percaya). Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa 
lahan antara pemilik lahan dengan petani padi mempunyai hak 

                                                           
7
Inayatur Rohmah Sa’idah, Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim 

Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Studi didesa Latek 

Kecamatan Sekaran  Kabupaten Lamongan, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim, 2019.) 
8
 Andri Syadri, Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Persawahan di 

Desa Sungai Upih Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Fiqh 

Muamalah, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015.) 



8 
 

dan kewajiban masing-masing. Namun kewajiban dan hak 
kedua belah pihak terkadang tidak terpenuhi dengan baik, 
dikarenakan adanya petani yang menyimpang dari perjanjian 
yang disepakati yaitu tidak membawa hasil panen padinya 
kekilang yang disepakati.  

        Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-
sama membahas tentang sewa-menyewa persawahan 
sedangkan perbedaanya penelitian ini membahas pelaksanaan 
perjanjian sewa-menyewa tanah persawahan sedangkan 
peneliti membahas tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 
terhadap praktek nyewa oyotan. 

    Keempat, Jurnal yang berjudul, Pendapat Ulama Terhadap 
Praktik Sewa-Menyewa Sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.9 
Penelitian ini dilakukan oleh Abdul Hafiz Sairazi, Khairanor  
hasil penelitian bahwa Hukum sewa-menyewa pada dasarnya 
diperbolehkan oleh ajaran islam. Di Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah terjadi praktek sewa-menyewa sawah yang dalam 
pembayaran sewa pemilik sawah menetapkan pembayaran 
sewa dengan hasil dari sawah tersebut, permasalahannya 
adalah kalau sawah mengalami kekeringan atau terkena hama 
yang mengakibatkan petani (penyewa) mengalami kerugian 
maka pemilik sawah (orang yang menyewakan) tetap 
mempunyai hak untuk menerima bagian yang telah 
ditentukan, sehingga dalam hai ini ada salah satu pihak yang 
dirugikan. Dalam pelaksanaannya terdapat unsur gharar dan 
indikasi maysir. 

    Persamaan penelitian ini dengan peneliti sama-sama 
membahas tentang praktik sewa-menyewa sawah sedangakan 
perbedaannya penelitian ini membahas pembayaran sewa yang 
mana pemilik sawah mentetapkan pembayaran sewa dengan 
hasil dari sawah tersebut. Sedangkan peneliti membahas 
tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

                                                           
9
 Abdul Hafiz Sairazi, Khairanor, Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-

Menyewa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Journal of Islamic and Law Studies Vol I, 

No 2, 2017, h. 101. 
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terhadap praktek nyewa oyotan. Dalam praktiknya sawah yang 
disewakan tetap dikelola oleh pemilik lahan dan adanya 
penetepan bagi hasil berdasarkan ketetapan jumlah gabah padi. 

   Kelima, Jurnal yang berjudul, Analisis Hukum Islam 
Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah di Desa 
Kemirian Tamanan Bondowoso.10 Penelitian ini dilakukan Ahmad 
Muhyidin, Muhammad Jupriyanto, hasil penelitian menujukan 
bahwa pelaksanaan akad sewa sawah yaitu Musta‟jir 
memberikan informasi kepada Mu‟ajjir, Mustta‟jir dan Mu‟ajjir 
mendatangi lokasi sawah (Ma‟jur), Mu‟ajjir menjelaskan 
mengenai ukuran dan manfaat sawah, keduanya melakukan 
transaksi harga sewa dan durasi waktu sewa. Dilakukan Ijab 
Qabul, transaksi sawah dilakukan secara lisan dan tidak 
menyertakan perjanjian tertulis. 

   Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-
sama membahas tentang sewa menyewa sedangkan 
perbedaannya penelitian ini membahas akad sewa menyewa 
yang hanya dilakukan secara lisan. Sedangkan peneliti 
membahas tentang bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi 
Syariah terhadap praktek nyewa oyotan.   

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

    Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 
Reserch) dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian 
lapangan adalah penelitian yang  bertujuan mempelajari 
secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan 
interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan 
masyarakat.11 Data kualitatif merupakan data dalam bentk 
kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa ceruta 
pendek. Pengumpulan data dilakukan secara tahap demi 

                                                           
10

 Ahmad Muhyidin, Muhammad Jupriyanto, Analisis Hukum Islam Terhadap 

Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah di Desa Kemirian Tamanan 

Bomdowoso, Journal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah Vol I, No 3, 2021, h. 14. 
11

 Purnomo Setiyadi Akbar, Metodelogi Penelitian Sosial,edisi ke-2, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), h.24.  
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tahap dan kemudian disimpulkan dari awal hingga akhir. 
Penelitian kualitatif merupakan riset yang cenderung 
menggunakan analisis.12 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan normatif empiris. Penelitian normatif atau 
doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang 
diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (ius 
constituendum), maupun norma yang telah terwujud sebagai 
perintah yang ekplisit dan yang secara positif telah 
terjerumus jelas (ius constituendum) untuk menjamin 
kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris atau non-
doktrinnal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau 
saksi-saksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan 
pontensial akan terpola.13 

Yang menjadi ketentuan hukum normatif dalam 
penelitian ini adalah ketentuan hukum ekonomi syariah, dan 
penelitian hukum yang terjadi sebagai objek penelitian ini 
adalah Praktek Nyewa Oyotan di Desa Suka Merindu 
Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. 

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif agar 
lebih mudah memahami dengan jelas mengenai hal-hal yang 
terjadi, karena peneliti berinteraksi secara langsung dengan 
objek penelitian. Peneliti juga dapat melakukan obsevasi, 
wawancara dan dokumentasi secara langsung. 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Adapun waktu penelitian yang dilakukan peneliti 
dilakukan dari tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan 07 
Maret 2022. Penelitian ini dilakukan di Desa Suka Merindu 
Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, 
karena disinilah tempat studi kasus peneliti untuk 
mengetahui praktek Sewa  Nyewa Oyotan Tersebut.  

3. Subjek/Informan Penelitian 

                                                           
12

 M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2013), h. 124. 
13

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 

33. 
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Informan Peneliti merujuk sumber yang memberikan 
informasi tentang fenomena-fenomena situasi sosial dan 
kondisi objektif daerah yang diteliti yang berlangsung 
dilapangan.14 Pemilihan Informan diambil dari teknik 
purposive sampling, sampling purposive dilakukan dengan 
mengambil orang-orang yang terpilih menurut spesifik yang 
dimiliki oleh sampel itu. Informan yang dipilih dengan teknik 
purposive sampling didasarkan atas pertimbangan: 

a. Informan beragama Islam  
b. Informan berdomisili di Desa Suka Merindu Kecamatan 

Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. 
c. Informan pemilik lahan yang terdiri dari 3 orang 
d. Informan penyewa yang terdiri dari 3 orang 
e. Informan tokoh masyarakat yang terdiri dari 1 orang 
f.    Adanya kesediaan informan dalam menerima kehadiran 

peneliti. 
 Sehingga berdasarkan pertimbangan dan kriteria 
tersebut, hanya diambil 7 orang sampel, yang terdiri dari 
3 orang penyewa, 3 orang pemilik lahan, dan satu orang 
tokoh masyarakat. 

Tabel 1.1 
Data Informan (Pemilik Lahan dan Penyewa) 

No Pemilik 
Lahan 

Penyewa Luas Lahan Nilai Sewa 

1 Rahmat Ngatenan 1/2 Ha Rp. 
2.500.000 

2 Dahril  Jusni 3/4 Ha Rp. 
3.000.000 

3 Nona Wati Buman 1/2 Ha Rp. 
2.500.000 

 

                                                           
14

 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2012), h. 88. 
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Tabel 1.2 

Data Informan (Tokoh Masyarakat) 

No Nama Usia 

1 Muhammad Ajis 44 Tahun 

 

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

a.  Sumber Data 
Sumber data merupakan suatu informasi yang 

menerangkan asal data tersebut. Menurut Suharsimi 
Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam 
penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.15 Data 
merupakan hasil pencatatan baik yang berupa lisan 
maupun tulisan yang dijadikan bahan untuk menyusun 
informasi. Berdasarkan pengertian tersebut, sumber data 
merupakan asal dimana subyek tersebut akan diambil 
datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan. Dalam 
Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, 
baik itu sumber data primer, maupun sumber data 
sekunder.  
1) Data Primer 

    Sumber data primer  adalah sumber data yang 
langsung memberikan data kepada pengumpul data.16 
Dari pengertian tersebut dapat di artikan bahwa data di 
peroleh  langsung dari pihak-pihak yang melakukan 
praktek sewa-menyewa tersebut, yaitu pihak penyewa, 
pihak pemilik lahan dan tokoh masyarakat. Data 
diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu di Desa 
Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat. 
Berdasarkan survei yang dilakukan bahwasanya di 

                                                           
15

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi 

Revis cet.14, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), h.172.  
16

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

Dan R & D), ( Bandung : Alfabeta, 2011), h. 308  
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Desa Suka Merindu masyarakat yang melakukan 
praktek sewa menyewa tersebut sebanyak tujuh orang 
yang terdiri dari 3 orang penyewa dan 3 orang pemilik 
lahan serta 1 orang tokoh masyarakat.  

2) Data Sekunder 

    Sumber data sekunder merupakan data primer 
yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 
pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau 
diagram-diagram. Dalam penelitian ini yang menjadi 
data sekunder adalah buku-buku, dokumen-dokumen 
dan data-data yang berkaitan dengan permasalahan 
yang akan diteliti. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 
paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama 
dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak 
akan mendapatkan data memenuhui standar yang 
ditetapkan.17 Data merupakan salah satu kompenen riset, 
artinya tanpa data tidak akan ada riset. Sesuai dengan 
permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang 
dipergunakan adalah sebagai berikut:   

1) Metode Observasi 
       Teknik observasi adalah pengamatan dari peneliti 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga 
dapat menggambarkan perilaku atau kejadian secara 
realitis, dan membantu mengerti perilaku manusia, 
serta mengadakan evaluasi terhadap masalah-masalah 
yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti terjun 
langsung untuk mengamati objek dari penelitian yaitu 
mengenai praktik sewa menyewa tanah sawah dalam 
sistem oyotan, yang mana melibatkan pemilik lahan 
tanah sawah dan penyewa lahan tanah sawah. 
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 Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatifdan R&D, (Bandung: 

Alfaberta, 2012), h.224)  
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2) Metode Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 
tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 
yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan dan terwawancara (interview) yang 
memberi jawaban atas pertanyaan itu.18 

Metode ini menggunakan wawancara bebas 
terpimpin. Wawancara bebas artinya peneliti boleh 
menanyakan apa aja yang di anggap perlu dalam 
wawancara, respon dan juga boleh menjawab bebas 
sesuai pikiran yang ingin dikemukakannya.19 Dengan 
demikian peneliti memperoleh gambaran yang lebih 
luas tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi 
Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah dalam Sistem 
Oyotan Di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti 
Sebelat. Terpimpin berarti apa yang menjadi bahan 
wawancara tidak lepas dari aspek-aspek kajian 
penelitian.   

     Maka dari itu hasil wawancara didapat langsung 
dari pihak pemilik lahan dan penyewa tanah sawah, 
yaitu diperoleh langsung melalui wawancara kepada 
Bapak Dahril selaku pemilik lahan dan Bapak Jusni 
selaku penyewa lahan.  

3) Metode Dokumentasi  
Metode dokumentasi adalah proses 

pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. 
Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-
hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, 
surat kabar, majalah, dan sebagainya.20 Dokumentasi 

                                                           
18

 LexyJ, Meloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 186. 
19

 S. Nasution, Metode Rescarch Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 119. 
20

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, cet ke-6, (Bandung: Alfabeta, 

2010), h.9.  
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digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan 
untuk keperluan analisa atau  pembanding lainnya.  

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan 
untuk mencari data mengenai hal-hal yang mendorong 
masyarakat melakukan sewa-menyewa tanah dalam 
sistem oyotan.  

5. Teknik Analisa Data 
 Analisis data merupakan bagian dari proses 
pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti 
yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. 
Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif, dimana analisis datanya dilakukan dengan cara 
menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata 
atau kalimat yang dipisahkan dalam katagori-katagori 
untuk memperoleh kesimpulan. Penelitian ini 
mengggunakan analisis data model Miles dan Huberman 
melalui langkah-langkah sebagai berikut:  
a. Data Collection 

 Data collection merupakan pengumpulan data 
yang peneliti kumpulkan mulai dari sebelum 
dilakukan penelitian. 

b. Data Display 
     Langkah selanjutnya penyajian data, data yang 
telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar katagori 
setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif. 
Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data 
akan mempermudah peneliti untuk memahami apa 
yang telah dipahami tersebut.21 

c. Data Reduction 
     Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif 
yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta 
kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang 
dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang 
penting saja, hal ini dikarenakan data yang ditemukan 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta , 2011), h. 247-249. 
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di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring 
menjadi lebih terarah. Data diredukasi mana yang 
valid dan mana data yang tidak valid. 

d. Data Conclusion  
 Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal 
yang bersifat sementara dan akan berubah jika 
ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada 
tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk 
menghindari kesalahan interprestasi yang dapat 
mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka 
dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga 
dapat disusun suatu kesimpulan akhir. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan 
memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis 
membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini 
yang terbagi atas 5 (lima) bab,  dengan sub-sub bab yang 
masing-masing diuraikan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan yang tediri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan. 

Bab II Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang 
relavan berdasarkan permasalahan. Yakni, Pengertian Ijarah, 
pengertian Muzara‟ah, dan pengertian Hukum Ekonomi 
Syariah.  

Bab III bab ini berisikan gambaran umum dan keterangan 
mengenai tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari 
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Nyewa 
Oyotan (Studi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti 
Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara). 

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

A. Konsep Al-Ijarah 
1. Pengertian Al-Ijarah (Sewa Menyewa)  

 Secara bahasa ijarah berarti al-ajru (الاجر) yaitu 
imbalan/upah terhadap suatu pekerjaan (الخزاءعلى العمل) dan 
pahala (الثواب).  Dalam bentuk lain, kata ijarah juga biasa di 
katakan sebagai nama bagi al-ujrah yang berarti upah atau 
sewa (al-kara-a). Selain itu arti kebahasaan dari al-ajru 
tersebut adalah ganti (al-iwadh), baik akad itu di terima 
dengan di dahului oleh akad atau tidak.22 

 Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa 
pendapat para ulama, antara lain: 

a. Menurut Ali Al-khafif, al-ijarah adalah transaksi terhadap 
sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan. 

b. Menurut ulama Syafi‟iyah, al-ijarah adalah transaksi 
terhadap sesuatu manfaat yang dimaksut, tertentu, 
bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan 
tertentu. 

c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah 
pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam 
waktu tertentu dengan imbalan.23 

 

 Kata ijarah dalam perkembangan kebahasaan 
selanjutnya di pahami sebagai bentuk akad yaitu akad 
(pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (al-
aqdu “alal manafi” bil iwadh) atau akad pemilikan manfaat 
dengan imbalan (tamlik al manfaah bil iwadh) secara bahasa  
ijarah di definisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. 
Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan 
bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. 

                                                           
22

  Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya  Media Pratama, 2000), h. 

228. 
23

 Abu Azam Al-Hadi, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT Raja 

Grapindo Persada, 2017), h.80 
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Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan 
sejumlah imbalan tertentu.24 

2. Rukun dan syarat-syarat Ijarah 
   Menurut Hanafiyah rukun ijarah hanya satu yaitu 
ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. 
Adapun menurut jumhur Ulama rukun ijarah ada empat, 
yaitu: 

a. Dua orang yang berakad 
b. Siqhat (ijab dan qabul) 
c. Sewa dan imbalan 
d. Manfaat25 

  Adapun syarat-syarat ijarah sebagaimana yang 
ditulis Nasrun Harun sebagai berikut: 

a) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut 
ulama Syafi‟iyah dan hanabilah disyaratkan telah baliq 
dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum 
atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila 
ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah dan 
Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang 
berakad itu tidak harus mencapai usia baliq. Oleh 
karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh 
melakukan akad ijarah, hanya pengesahannya perlu 
persetujuan walinya.26 

b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan 
kerelaannya melakukan akad ijarah. Apabila salah 
seorang terpaksa melakukan akad ini, maka akad 
ijarahnya tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT 
dalam surah An-Nisa‟ ayat 29: 

                                                           
24

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo  Persada, 2014), 

h. 114. 
25

 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 278. 
26

 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqih Muamalat..., 

h. 279. 
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نَكُمْٰباِلْبَاطِلِٰاِلََّٰٰانَْٰتَكُوْنَٰتَِٰارَةًٰ يآاَٰي ُّهَاٰالَّذِيْنَٰا مَنُ وْاٰلََٰتَٰأْكُلُوْٰاٰامَْوَالَكُمْٰٰبَ ي ْ
 عَنْٰتَ راَضٍٰمّْنْكُمْٰ 

 
        Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah 

kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka diantara kamu”.  
c) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, 

sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. 
Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka 
akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat 
dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan 
penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan 
penyewaannya. 

d) Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara 
langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para 
ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan 
sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan 
langsung oleh penyewa.  

e) Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟. 
Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan 
tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang 
lain, menyewa seseorang utuk menyantet orang lain, 
demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk 
dijadikan tempat-tempat maksiat. 

f) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi 
penyewa, misalnya menyewa orang untuk 
melaksanakan sholat untuk diri penyewa atau 
menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan 
haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan 
bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena 
shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu 
sendiri. 

g) Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa 
disewakan seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. 
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h) Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan 
sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.27 

3. Dasar Hukum Ijarah 
a. Al-Qur‟an 

لَيْكُمْٰاِذَاٰسَلَّمْتُمْٰمَّاٰا تَ يْتُمْٰاٰاوَْلََدكَُمْٰفَلََٰجُنَاحَٰعَٰارََدْتُُّّْٰانَْٰتَسْتَ رْضِعُوْٰوَاِنْٰ
٢ٰباِلْمَعْرُوْفِٰ  

  Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan 
oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila 
kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.” 
(Q.S Al-Baqarah: 233) 

 
  Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem 

sewa dalam hukum islam. Seperti yang diungkapkan 
dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang 
lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan 
berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.28 

ىهُمَاٰيٰ  رَٰمَنِٰإِسْتَأْجَرْتَٰالْقَوِيُّٰالََْمِيُْٰقاَلَتْٰاِحْد  ٢ٰٰابََتِٰإِسْتَأْجِرْهُٰاِنَّٰخَي ْ  
   Artinya: Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai 

bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang 
yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang 
kuat dan dapat dipercaya. (Q.S Al-Qashas: 26) 

 
b. As-Sunnah 

ٰ جْرَهُٰقَ بْلَٰأَنْٰيََِفَّ عَرَقوُُٰ)روهٰابنٰماجوٰعنٰابنٰعم(أَٰعْطوُاٰاْلأَٰ  
 Artinya: “Berilah upah pekerja sebelum keringatnya 
kering. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)”. 

 
 Menurut Ibnu Majah berkata: berikanlah upah 
sebelum keringatnya kering, maksut dari hadist tersebut 
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 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat...,h. 

280. 
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 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 246 
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menjelaskan tentang betapa pentingnya memberi upah 
bagi seorang pekerja sebelum keringat mereka kering 
karena semua yang dilakukan harus mendapatkan 
bayaran. 

مَنِٰاسْتَأْٰجَرَٰأَٰجِي ْراًٰفَ لْيُ عْلِمْوُٰأَٰجْرَهُٰ)روهٰعبدالرزاقٰعنٰأبيٰىريرة(ٰ
ٰٰٰ 

 Artinya:”Barang siapa yang meminta untuk menjadi 
buruh, beri tahukanlah upahnya (HR. „Abd. Ar-razaq dari 
Abu Hurairah)”.ٰ 
 Menurut Abd Rozak dari Abu Hurairah Berkata: 
barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, 
beritahukanlah upahnya. Maksut dari hadist tersebut 
adalah jika ada seseorang yang ingin menjadi buruh 
pekerja baginya, sebelum mereka kerja beri tahu berapa 
bayaran yang akan diterima oleh mereka supaya tidak ada 
unsur ketidakjelasan dalam memberi upah. 

c. Ijma‟ 
   Umat Islam pada masa sahabat telah berijma‟ bahwa 

ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.29 Selain 
bermanfaat bagi sesama manusia sebagian masyarakat 
sangat membutuhkan akad ini, karna termasuk salah satu 
akad tolong menolong. 

   Pakar-pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjanng 
sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi 
Ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat 
dipahami bahwa Ijarah itu disyariatkan dalam islam, 
karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada 
keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia 
antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling 
membutuhkan.ٰ  

 
B. Konsep Muzaraah 

1. Pengertian Muzara’ah 
    Muzara‟ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian 
antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik 
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 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124 
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lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap 
untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan sebagian 
tertentu (persentase) dari hasil panen.30 

Menurut istilah Muzara‟ah didefinisikan oleh para 
ulama seperti yang dikemukakan oleh Abd Al-Rahman Al-
Jaziri, yang dikutip oleh Hendi Suhendi adalah sebagai 
berikut:  

“Menurut Hanafiah Muzara‟ah adalah akad untuk 
bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. 
Menurut hambaliah Muzara‟ah adalah pemilik tanah yang 
sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang 
bekerja diberi bibit. Menurut al-Syafi‟i berpendapat bahwa 
Muzara‟ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan 
apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan menurut Syaikh 
Ibrahim al-Bajuri bahwa Muzara‟ah adalah pekerja mengelola 
tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan 
modal dari pemilik tanah”.31 

Muzara‟ah adalah mengerjakan tanah (orang lain) 
seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya 
(seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya 
pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. 
Sedangkan mukhabarah adalah mengerjakan tanah (orang 
lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian 
hasilnya (seperdua, sepertiga, seperempat). Sedangkan biaya 
pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang 
mengerjakannya.32 

Jadi Muzara‟ah menurut bahasa berarti muamalah atas 
tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan 
secara istilah Muzara‟ah berarti  kerjasama antara pemilik 
lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan 
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 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah..., h. 237. 
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 Furqan M. Pengaruh Prinsip Al-Muzara’ah dan Al-Mukhabarah Terhadap 

Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Studi di Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh 

Tenggara, (Jurnal Pdf Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2015) 
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 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 5, (Darul Fath, 2013), h. 134. 
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memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia 
mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya 
seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit dari pada 
itu.33 

2.  Rukun dan Syarat Muzara’ah  
 Adapun rukun Muzara‟ah di antaranya: 
a. „aqidain (dua orang yang berakad), yaitu pemilik tanah dan 

penggarap/pekerja (Muzari‟) 
b. Ma‟qud „alaih atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan 

pekerjaan penggarap. 
c. Lahan yang akan di garap  
d. Ijab dan qabul34  

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun 
muzara‟ah adalah ijab dan qabul yang menunjukan keridaan 
di antara keduanya. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa 
Muzara‟ah tidak memerlukan qabul secara lafazh, tetapi 
cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap 
qabul. Tentang sifat muzara‟ah, menurut ulama hanafiyah 
merupakan sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun 
menurut ulama Malikiyah, diharuskan menaburkan benih 
diatas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam 
tumbuhan diatas yang tidak ada bijinya. 

Ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau 
pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu 
pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan 
qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang 
menggambarkan kehendak pihak lain biasanya dinamakan 
pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab. Ijab 
dan qabul dinamakan sighat aqdi atau perkataan yang 
menujukan pada kehendak kedua belah pihak. Siqhat aqdi 
memerlukan tiga urusan pokok, yaitu: 
1) Harus terang pengertiannya. 
2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. 
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3) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak 
yang bersangkutan.35 
 
Adapun syarat dari Muzara‟ah yaitu: 
a. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad 

Syarat-syarat Muzara‟ah ini meliputi syarat-syarat yang 
berkaitan dengan pelaku („aqid), tanaman/yang ditanam, 
hasil tanaman, tanah yang ditanami, alat pertanian yang 
digunakan, dan masa penanaman.36 
 

1) Syarat „aqid 
 Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan 
untuk „aqid (pelaku akad), yaitu: 
a) „aqid harus berakal (mumayyiz). Denngan demikian, 

tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang gila, 
atau anak yang belum mumayyiz, Karena akad 
merupakan syarat kecakapan (ahliyah) untuk 
melakukan Tasarruf. Adapun baligh tidak menjadi 
syarat dibolehkannya akad Muzara‟ah. 

b) „aqid tidak murtad, menurut pendapat Imam Abu 
Hanifah, Tasarruf orang yang murtad hukumnya 
ditangguhkan (Mauqud). Sedangkan menurut Abu 
Yusuf dan Muhammad bin Hasan, Akad Muzara‟ah 
dari Orang-orang yang murtad hukumnya 
dibolehkan. 

2) Syarat tanaman  
        Syarat yang  berlaku untuk tanaman adalah harus 
jelas (diketahui). Dalam hal ini harus dijelaskan apa 
yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi Istihsan, 
menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi 
syarat Muzara‟ah karena apa yang akan ditanam 
diserahkan kepada penggarap.37 

3) Syarat hasil tanaman 
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Berkaitan dengan hasil tanaman disyaratkan hal-
hal berikut. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akad 
Muzara‟ah menjadi fasid. 
a. Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, 

karena hal itu sama dengan upah, yang apabila tidak 
jelas akan menyebabkan rusaknya akad. 

b. Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para 
pihak yang melakukan akad. Apabila disyaratkan 
hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi 
batal. 

c. Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya 
(nisbahnya), seperti separuh, sepertiga, seperempat, 
dan sebagainya. Apabila tidak ditentukan maka akan 
timbul perselisihan , karena pembagian tidak jelas. 

d. Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum 
dibagi diantara orang-orang yang melakukan akad. 
Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan 
kepada salah satu pihak maka akadnya tidak sah. 

4) Syarat tanah yang akan ditanami 
   Syarat yang berlaku untuk tanah yang akan 

ditanami adalah sebagai berikut: 
a. Tanah harus layak untuk ditanami. Apabila tanah itu 

tidak layak karena tandus misalnya, maka akad tidak 
sah. Hal tersebut oleh karena Muzara‟ah adalah suatu 
akad dimana upah atau imbalannya diambil dari 
sebagian hasil yang diperoleh. Apabila tanah tidak 
menghasilkan maka akad tidak sah. 

b. Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan 
jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara 
para pihak yang melakukan akad. 

c. Tanah tersebut harus diserahkan kepada penggarap, 
sehingga ia mempunyai kebebasan menggarapnya. 

5) Syarat objek akad 
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Objek akad dalam Muzara‟ah harus sesuai dengan 
tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara‟ 
maupun urf (adat). Tujuan tersebut adalah salah satu 
dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga 
penggarap, dimana pemilik tanah mengeluarkan 
bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah, dimana 
penggarap yang mengeluarkan bibitnya. 

6) Syarat alat yang digunakan 
Alat yang digunakan bercocok tanam, baik berupa 

hewan (tradisional) maupun alat modern haruslah 
mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad. Apabila 
alat tersebut dijadikan tujuan, maka akad Muzara‟ah 
menjadi fasid. 

7) Syarat masa Muzara‟ah 
Masa berlakunya akad Muzara‟ah disyaratkan harus 

jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun 
atau dua tahun. Apabila masanya tidak ditentukan 
(tidak jelas) maka akad Muzara‟ah tidak sah. 

 
a. Menurut Malikiyah 

Malikiyah mengemukakan bahwa syarat Muzara‟ah 
itu ada tiga, yaitu sebagai berikut: 
1) Akad tidak boleh mencakup penyewaan tanah dengan 

imbalan sesuatu yang dilarang, yaitu dengan 
menjadikan tanah sebagai imbalan bibit (benih). 
Dengan demikian, menurut Malikiyah benih (bibit) 
harus ditanggung bersama-sama oleh pemilik tanah 
dan penggarap. Apabila bibit (benih) ditanggung oleh 
penggarap dan tanah disediakan oleh pemilik, maka 
Muzara‟ah menjadi fasid.38 

2) Kedua belah pihak yang berserikat, yaitu pemilik dan 
penggarap harus mempunyai hak yang sama dalam 
keuntungan (hasil yang diperoleh), sesuai dengan 
modal (biaya) yang dikelurkan. 
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3) Bibit yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus 
sama jenisnya. Apabila berbeda, misalnya pemilik 
mengeluarkan bibit jagung, sedangkan penggarap 
mengeluarkan bibit padi, maka Muzara‟ah menjadi 
fasid. 

b. Menurut Syafi‟iyah 
Ulama Syafi‟iyah tidak mensyaratkan dalam 

Muzara‟ah persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik 
tanah dan pengelola (penggarap). Menurut mereka 
Muzara‟ah adalah penggarapan tanah dengan imbalan 
hasil yang keluar dari padanya, sedangkan bibit 
(benihnya) dari pemilik tanah. 

c. Menurut Hanabilah  
Hanabilah membolehkan Muzara‟ah dengan imbalan 

sebagian dari hasil garapannya. Tetapi mereka tidak 
mensyaratkan persamaan dalam pembagian hasil 
tersebut.39 Mereka mensyaratkan seperti halnya Syafi‟iyah, 
hal-hal sebagai berikut: 

1) Benih (bibit) harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. 
Akan tetapi, ada riwayat dari Imam Ahmad yang 
menyatakan bahwa benih boleh dari penggarap. 

2) Bagian masing-masing pihak harus jelas. Apabila 
bagian tidak jelas maka Muzara‟ah menjadi fasid. 

3) Jenis benih yang akan ditanam harus diketahui. 
Demikian pula kadarnya  Hal ini oleh karena Muzara‟ah 
adalah akad atas pekerjaan, sehingga apabila yang akan 
dikerjakan tidak jelas dan kadarnya maka hukumnya 
tidak sah. 

3. Dasar Hukum Muzara’ah 

Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakui keberadaan 
Muzara‟ah dan menganggap fasid. Begitu pula dengan imam 
syafi‟i, tetapi sebagian ulama  syafi‟iyah mengakuinya dan 
mengaitkannya dengan musyaqah (pengelolaan kebun) 
dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan.40 
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Di antara alasan yang dikemukakan oleh ulama 
Hanafiyah, Jafar, Imam Syafi‟i adalah hadis yang 
diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir Ibn Abdullah bahwa 
Rasulullah SAW melarang Mukhabarah. Demikian pula dalam 
hadis Ibn Umar yang juga diriwayatkan oleh muslim bahwa 
Rasulullah SAW melarang muzara‟ah.41 

Golongan ini berpendapat bahwa kerja sama Nabi 
dengan orang Khaibar dalam mengelola tanah bukan 
termasuk Mukhabarah atau Muzara‟ah, melainkan pembagian 
atas hasil tanaman tersebut dengan membaginya, seperti 
dengan sepertiga atau seperempat dari hasilnya yang 
didasarkan anugerah (tanpa biaya) dan kemaslahatan. Hal 
itu diperbolehkan. 

Dasar hukum Muzara‟ah terdapat dalm Al-Qur‟an dan 
hadist, dalam Al-Qur‟an terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 
267 

كَٰسَبْتُمْٰوَمَِّاٰاَخْٰرَجْنَاٰلَكُمْٰمّْنَٰالََْرْضِٰٰ ي ايَ ُّهَاٰالَّذِيْنَٰا مَنُ وْٰاٰانَْفِقُوْاٰمِنْٰطَٰيّْب تِٰمَا
ٰانَْٰتُ غْمِضُوْاٰفِيْوِٰٰوَاعْلَمُوْٰاٰ وَلََٰتَ يَمَّمُواٰالْْبَِيْثَٰمِنْوُٰتُ نْفِقُوْنَٰوَلَٰسْتُمْٰباِ خِذِيْوِٰاِلََّ

ٰ٢ يْدٌٰٰ  انََّٰاللّ وَٰغَنِِّّٰحَِْ
     Artinya: Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah 

(dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik 
dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk 
kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 
kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri 
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan 
mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya 
lagi maha terpuji. (Q.S Al-Baqarah: 267) 

 
Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 

dari Tsabit Ibn Al-Dhahak: 
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انََّٰرَسُوْلَٰاالِلهٰعَلَيْوِٰوَسَلَّمَٰنَ هَرَٰعَنِٰاٰلْمُزَٰارَعَةِٰبلِْمُوٰجَرَةِٰوَقاَلَٰلَبَأْسَ)رواهٰ
 مسلم(

 
Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW, telah melarang 

bermuzara‟ah dan memeritahkan sewa-menyewa saja dan 
Rasulullah SAW. Bersabda, itu tidak mengapa.” 

 
Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari yang mengatakan: 

هَاٰانََّٰرَسَوْلَٰالِلهٰصَلَّىٰاللهٰعَلَيْوِٰوَٰسَلَمَٰعَاٰمَلَٰاىَْلِٰخَيْبَ رَٰبشَطْرِٰمَاٰيَْٰ رُُ ٰمِن ْ
مِنْٰزُرعٍْٰاوَْثََرٍَ.ٰٰ)روهٰالبخارىٰومسلمٰوابوٰداودٰوالنساٰئ(ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ

ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ 
  Artinya: Bahwasanya Rasullulah SAW Memperkerjakan 
penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian 
dari apa yang dihasilkan, dalam bentuk tanaman atau buah-
buahan (H.R Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa‟i).42 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari jabir yang mengatkan 
bahwa bangsa arab senantiasa mengelola tanahnya secara 
muzara‟ah dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2, 
maka Rasulullah SAW pun bersabda: Hendaklah menanami 
atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak 
melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.43 

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Japar, 
“tidak ada satupun dimadinah kecuali penghuninya 
mengelola tanah secara muzara‟ah dengan pembagian hasil 
1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Sayidina Ali, Sa‟ad 
bin Waqash, Ibnu Mas‟ud, Umar bin Abdul Azis, Qosim, 
Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali.44 
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 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h.238. 
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4.  Hukum-Hukum Muzara’ah yang Shahih dan Fasid 

a. Hukum Muzara‟ah yang Shahih 

 Menurut Hanafiah ada beberapa ketentuan yang 
berlaku untuk Muzara‟ah yang shahih. Ketentuan tersebut 
adalah sebagai berikut: 

1) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan 
tanaman dibebankan kepada muzari‟ (penggarap). 

2) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan 
pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan 
penghasilan yang diperoleh. 

3) Hasil yang diperoleh dari penggarapan tanah dibagi 
diantara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan 
syarat-syarat yang disepakati pada waktu akad.45 Hal 
ini sesuai dengan hadis Nabi:  

ٰرَسُوْلَٰالِلهٰصلىٰاللهٰ ٰرضيٰاللهٰعنوٰانََّ وَعَنْٰعَمْرِٰوَٰبْنِٰعَوْفَٰالْمُزَٰنَّبِّْ
ٰالْمُسْلِمِوْنَٰاِلََّٰصُلْحًاٰحَرَّمَٰحَلَٰلًَٰ عليوٰوسلمٰقاََل:ٰالَصُلْحُٰجَاٰأزٌٰبَ يَْ

ٰشُٰ ٰعَلَى ٰوَالْمُسْلِمُوْنَ ٰحَراَمًا ٰأَحَلَّ ٰأوَْٰأَوْ ٰحَلََلًَ ٰحَرَّمَ ٰشَرْطاً ٰإِلََّ رُوْطِهِمْ
ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰأَحَلَّٰحَراَمًا.  

 Artinya:”Dari Amr bin Auf Al-Muzanni r.a bahwa 
Rasulullah Saw bersabda: perdamian dibolehkan diantara 
kaum muslimin kecuali perdamian yang isinya 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 
Orang-orang islam boleh berpegang kepada syarat-syarat 
mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang yang haram. (HR. At-Tirmidzi 
dan ia menyahihkannya). 

4) Akad Muzara‟ah menurut Hanabilah sifatnya tidak 
mengikat (ghair lazim), sedangakn menurut Malikiyah 
termasuk akad yang mengikat (lazim) apabila bibit telah 
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disemaikan. Menurut Hanafiah dilihat dari sisi pemilik 
benih, akad Muzara‟ah termasuk ghair lazim, tetapi 
dilihat dari pihak yang lain, ia termasuk lazim. Dengan 
demikian, akad Muzara‟ah tidak boleh dibatalkan 
kecuali karena udzur (alasan).46 

5) Menyiram atau memelihara tanaman, apabila 
disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal itu 
harus dilaksanakan. Akan tetapi, apabila tidak ada 
kesepakatan maka penggaraplah yang paling 
bertanggung jawab untuk menyiram dan memelihara 
tanaman tersebut. 

6) Dibolehkan menambah bagian dari penghasilan yang 
telah ditetapkan dalam akad. 47 

7) Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum 
hasil garapannya diketahui maka muzari‟ tidak 
mendapatkan apa-apa, karena tetapnya akad ijarah 
disini didasarkan kepada tetapnya waktu.48 

  Syafi‟iyah, sebagaimana telah dikemukakan diatas 
tidak membolehkan Muzara‟ah kecuali ikut kepada musaqah. 
Apabila Muzar‟ah dilakukan tersendiri maka hasilnya untuk 
pemilik tanah, sedangkan penggarap memperoleh upah yang 
sepadan atas pekerjaannya dan alat-alatnya. 

b. Hukum Muzara‟ah yang Fasid 

Menurut Hanafiah ada beberapa ketentuan untuk 
Muzara‟ah yang fasid, yaitu sebagai berikut: 

1) Tidak ada kewajiban apa pun bagi muzari‟ (penggarap) 
dari pekerjaan muzara‟ah karena akadnya tidak sah. 

2) Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya 
untuk pemilik benih, baik pemilik tanah maupun 
penggarap. Dalam masalah ini Malikiyah dan 
Hanabilah sepakat dengan Hanafiah, yaitu bahwa 
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apabila akadnya fasid, maka hasil tanaman untuk 
pemilik benih. 

3) Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka 
pengelola memperoleh upah atas pekerjaannya, karena 
fasid-nya akad Muzara‟ah tersebut. Apabila benihnya 
berasal dari penggarap maka pemilik tanah berhak 
memperoleh sewa atas tanahnya, karena dalam dua 
kasus ini status akadnya menjadi sewa-menyewa. 
dalam kasus yang pertama semua hasil yang diperoleh 
merupakan milik si pemilik tanah, karena hasil tersebut 
adalah tambahan atas miliknya. Dalam kasus yang 
kedua, tidak semua hasil garapan untuk penggarap, 
melainkan ia mengambil sebanyak benih yang 
dikeluarkannya dan sebanyak sewa tanah yang 
diberikan kepada pemilik, dan sisanya disadakahkan 
oleh penggarap.49 

4) Dalam muzara‟ah yang fasid, apabila muzari‟ telah 
menggarap tanah tersebut maka ia wajib diberi upah 
yang sepadan (ujratul mitsli), meskipun tanah yang 
digarap tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena 
Muzara‟ah statusnya sebagai akad ijarah (sewa-
menyewa) . adapun dalam muzara‟ah yang shahih, 
apabila tanah garapan tidak menghasilkan apa-apa, 
maka muzari‟ (penggarap) dan pemilik tanah sama 
sekali tidak mendapatkan apa-apa. 

5) Menurut Iman Abu Hanifah dan Abu Yusuf, upah yang 
sepadan (ujrah mitsli) dalam muzara‟ah yang fasid harus 
ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan, sesuai 
dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan 
menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan 
(ujrah mitsli) harus dibayar penuh, karena ia merupakan 
ukuran harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh 
penggarap.50 

5. Perbedaan Pendapat Tentang Muzara’ah 

                                                           
49

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., h. 403. 

 
50

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., h. 403. 



33 
 

 
 

  Munculnya Hadis tentang Muzara‟ah dari Rafi‟i bin 
Khadij yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. Telah 
melarang dilakukannya Muzara‟ah setelah sebelumnya ia 
memperbolehkannya, dengan dalil hadis yang menceritakan 
bahwa telah datang kepada Rasulullah dua orang yang 
berselisih tentang Muzara‟ah yang mereka lakukan hingga 
menjadikan mereka berusaha untuk saling membunuh, maka 
untuk permasalahan mereka ini Rasulullah berkata bahwa 
kalau demikian halnya yang terjadi maka sebaiknya mereka 
tidak melakukannya (Muzara‟ah51). Bunyi Hadisnya sebagai 
berikut: 

كُٰنَّاٰاكَْثَ رَٰاْلَنَْصَارِٰحَقْلًَٰفَكُنَّاٰنُكْرِٰاْلََرْضَٰ عَنْٰراَفِعِٰبْنِٰخَدِيْجِٰقاَلَ
ٰلنََاٰ تُْرِْ ٰىَذِهِٰفَ نَ هَاٰناَعَنْٰذَلِكَٰعَلَىٰانََّ ىَذِهِٰفَ رُبََاَٰأَخْرَجَتْٰىَذِهِٰولََْٰ

ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ)رواهٰبخاري(  

  Artinya: Dari jalan Rafi‟i bin Khadij, ia berkata: 
“Kami kebanyakan pemilik tanah dimadinah melakukan 
Muzara‟ah, kami menyewakan tanah, satu bagian dari 
padanya ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-
kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang 
tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain 
itu ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh 
karenanya kami dilarang”. (H.R. Bukhari). 

كَٰانُ وْاٰ عَنْٰحَنْظلََةَٰبْنِٰقَ يْسٍٰعَنْٰراَفِعِٰبْنِٰخَدِيْجٍ:ٰقاَلَٰحَدَثَ نَِّْٰعَمَّايَٰأنَ َّهُمْ
بَاَٰينَِبُتُٰعَلَىٰٰمٰهْدِٰالنَبِٰصلىٰاللهٰعليوٰوسليَكْرُوْنَٰالأاَرْضَٰٰعَلَىٰعَٰ

الَأرْبِعَاءِٰأَوْٰشَيْءٍٰيَسْتَثْنِيْوِٰصَاحِبُٰالَأرْضِ,فَ نَ هَىٰالنَبُِّٰصَلَّىٰاللهُٰعَلَيْوِٰوَٰ
يْنِرِٰوَالدَّرْىَمِ؟ٰفَ قَالَٰراَفِعٌ:ٰ سَلَّمَٰعَنْٰذَلِكَ.ٰفَ قُلْتُٰلرَِفِعٍ:ٰفَكَيْفَٰىِيَٰباِلدَّ
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يْ نَرِٰ ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰوَٰالدَّرْىَمِ.)رواهٰبخاري(ٰليَْسَٰبِِاَٰبأَْسَٰباِلدَّ
ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ   

  Artinya:”Dari Hanzhalah bin Qois dari Rafi‟i bin 
Khadij, dia berkata, pamanku telah menceritakan kepadaku 
bahwasanya mereka menyewakan tanah pada zaman Nabi 
dengan apa yang tumbuh dari saluran-saluran air atau 
sesuatu yang telah dikecualikan pemilik tanah, kemudian 
Nabi SAW melarang hal itu. Aku bertanya kepada Rafi‟i, 
bagaimana bila dengan dinar dan dirham?, maka Rafi‟i 
menjawab, tidak mengapa menyewa tanah dengan dinar dan 
dirham. (H.R Bukhari). 

 ٰٰٰٰٰٰDari beberapa hadits di atas menjelaskan bahwa 
Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah pertanian, 
berarti pemberian upah atau bagi hasil dari hasil petanian itu 
tidak dibolehkan sebagaimana hadits yang disampaikan oleh 
Rafi‟i ibnu Khadij. Namun hadits ini dibantah oleh Yazid 
ibnu Tsabit, yang mengatakan bahwa hadits yang 
diriwayatkan oleh Rafi‟i ibnu Khadij tidak sempurna 
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Rafi‟i 
ibnu Khadij hanya mendengarkan sepotong dari sabda 
Rasulullah yaitu “Janganlah kamu menyewakan tanah” 
sementara dia tidak tau apa masalah yang sebenarnya atau 
melatarbelakangi masalah tersebut sehingga Rasulullah SAW 
melarangnya. Yazid ibnu Tsabit lebih mengetahui hadits 
tersebut dari pada Rafi‟i ibnu Khadij, dimana Rasulullah 
melarang menyewakan tanah dikarenakan pada suatu hari 
ada dua orang saling bunuh membunuh disebabkan masalah 
penyewaan tanah yang tidak adil tersebut, maka keluarlah 
hadits tersebut.52 

Dengan adanya bantahan dari Yazid ibnu Tsabit ini, 
maka telah jelas bahwa tidak terjadi nasakh dalam hukum 
diperbolehkannya Muzara‟ah. Ibnu Abbas r.a meriwayatkan 
bahwa larangan Rasulullah SAW tentang Muzara‟ah dalam hal 
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ini bersifat kasuistik, dimana beliau memandang bahwa 
orang tersebut kurang tepat dalam melakukan akad 
Muzara‟ah, sehingga larangan itu bukan berarti melarang 
hukum Muzara‟ah secara hukum, melainkan arahan beliau 
kepada orang seseorang tertentu untuk menggunakan sistem 
lain yang lebih tepat. 

Adapun bentuk Muzara‟ah yang diharamkan adalah bila 
bentuk kesepakatannya tidak adil. Misalnya, dari luas 1.000 m 
persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa 
dia berhak atas tanaman yang tumbuh diarea 400 m tertentu. 
Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan 
didapat pada 600 m tertentu. 

Perbedaannya dengan bentuk Muzara‟ah yang halal 
diatas adalah pada cara pembagian hasil, yaitu: 

1. Dimana bentuk yang boleh adalah semua hasil panen 
dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi sesuai 
prosentase.  

2. Dimana bentuk yang terlarang itu adalah sejak awal lahan 
sudah dibagi dua bagian menjadi 400 m dan 600 m. Buruh 
tani berkewajiban untuk menanami kedua lahan, tetapi 
haknya terbatas pada hasil di 600 m itu saja. Sedangkan 
apapun yang akan dihasilkan dilahan satunya lagi yang 
400 m, menjadi hak pemilik lahan.53 

6.  Berakhirnya Akad Muzara’ah 
Muzara‟ah terkadang berakhir karena telah 

terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman 
telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad Muzara‟ah 
berakhir sebelum terwujudnya tujuan Muzara‟ah, karena 
sebab-sebab berikut:54 

a. Masa perjanjian Muzara‟ah telah habis. 
b. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu 

sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, 
baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat 
ini dikemukakan oleh Hanafiah dan  Hanabilah. Akan 
tetapi menurut Malikiyah dan Syafi‟iyah, Muzara‟ah tidak 

                                                           
 

53
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., h. 157. 

 
54

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Mamalat..., h. 404. 

        



36 
 

berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang 
melakukan akad. 

c. Adanya udzur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah 
maupun dari pihak penggarap. Diantara udzur atau 
alasan tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan 

mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh 
penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak 
ada harta yang lain selain tanah tersebut. 

2) Timbulnya udzur (alasan) dari pihak penggarap, 
misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, 
atau jihad fi sabilillah, sehingga ia tidak bisa mengelola 
(menggarap) tanah tersebut. 

C. Konsep Hukum Ekonomi Syariah 
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang 
mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem 
ekonomi yang dilakukan oleh orang perseorangan, 
kelompok orang, serta badan usaha yang berbadan hukum 
maupun tidak berbadan hukum yang dilandasi dan didasari 
oleh nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Qur‟an, Hadits, 
dan Ijtihad para Ulama. 

Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa arab 
yang disebutkan sebagai “hukum” yang berarti keputusan 
ataupun ketetapan. Sedangkan dari sudut pandang istilah 
syariah berkembang kearah makna yang fiqh. Hal tersebut 
membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau 
tuntunan masyarakat islam untuk menjalani kehidupan 
ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat.55 

 
2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah 

a. Menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan 
kehidupan akhirat. 

b. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil 
dan merata. 

                                                           
55

 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2019), h. 2. 
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c. Menciptakan kebebasan individu dalam hal kesejahteraan 
sosial. 

d. Menempatkan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. 
e. Meraih tujuan perekonomian yang diperintahkan Allah 

SWT 
f. Membentuk masyarakat dengan norma sosial yang kokoh 

yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan keadilan 
yang universal.56 
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 Toha Andiko, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan, Maqasid Syariah Dalam 

Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 76. 



38 
 

BAB III  

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

A. Profil Desa Suka Merindu 
Desa Suka Merindu merupakan desa yang terletak di 

Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. 
Dengan luas wilayah kurang lebih 9.802 ha dengan tinggi 
tempat -700 m dari permukaan laut dan dengan keadaan suhu 
rata-rata 30 C. Desa ini berjarak 10 Km dari ibu kota kecamatan 
dengan waktu tempuh 15 menit, 50 Km dari ibu kota Kabupaten 
dengan waktu tempuh 2 jam dan 100 Km dari ibu kota provinsi 
dengan waktu tempuh selama 4 jam. Desa Suka Merindu 
mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:57 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pulau Air Rami 
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Suka Maju 
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lubuk Lesung Batu 
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Suka Medan 

 Desa Suka Merindu terdiri dari 2 dusun yaitu dusun 1 dan 
dusun 2. Desa Suka Merindu mempunyai tingkat kesuburan 
tanah yang sedang, cocok untuk daerah perkebunan tanaman 
keras misalnya karet dan kelapa sawit. 

B. Keadaan Sosial Penduduk 
Masyarakat yang ada di Desa Suka Merindu ini berasal 

dari berbagai suku, bahasa dan budaya. Antara lain terdapat 
Suku Jawa, Sunda, Rejang, Pekal, yang mendomisikan adalah 
Suku Pekal karena pada dasarnya desa ini adalah penduduk 
asli. Namun demikian kehidupan sosial masyarakatnya tetap 
terjaga dengan baik dan hidup berdampingan tanpa adanya 
keributan atau permusuhan antara suku yang satu dengan yang 
lainnya. 

Berdasarkan pemutahiran data profil desa pada akhirnya 
tahun 2022, jumlah penduduk di Desa Suka Merindu adalah 
1.213 jiwa diantaranya umur 1-14 tahun berjumlah 567 orang, 

                                                           
57

 Sumber Data: Kantor Desa Suka Merindu 2022. 
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dan > 15 tahun adalah berjumlah 646 orang.58 Untuk lebih jelas 
lihat tabel berikut: 

Tabel 1.3 

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin, perdusun 

NO DUSUN RUMAH 
TANGGA 

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 Dusun 1 132 354 361 847 

2 Dusun 2 98 146 122 366 

 Jumlah 230 500 483 1.213 

Sumber data: Profil Data Desa Suka Merindu Tahun 2022 

C. Struktur Perangkat Desa Suka Merindu 
Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan 
kepada masyarakat, pemerintah Desa Suka Merindu juga 
memiliki struktur perangkat Desa.59 

Berikut struktur pemerintahan yang ada di Desa Suka 
Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu 
Utara, yaitu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
58

 Sumber Data: Kantor Desa Suka Merindu 2022. 
59

 Sumber Data: Kantor Desa Suka Merindu 2022. 
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Kepala Desa 

Yusiran 

 

Sekretaris Desa 

Damalian, S.TP 

 

Kasi Keuangan 

Ayu Lestari 

Kasi Kesejahteraan 

Rahmatnita 

Kasi Pelayanan 

Buyung Cariyadi 

Kaur Perencanaan 

Joni Iskandar, S.Ag 

Kaur Pemerintahan 

Bahrul Kosyani 

KADUN I 

Zulhendri 

KADUN II 

Dallisi 
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Struktur pengurus BPD Desa Suka Merindu 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

D. Mata Pencaharian  
    Masyarakat di Desa Suka Merindu merupakan 

masyarakat sebagian besar penduduknya hidup dari bertani. 
Mereka melakukan hal tersebut karena tempat yang strategis 
dalam bercocok tanam. Selain itu ada juga yang berprofesi 
sebagai Karyawan Swasta, Wiraswasta, Pns, Pertukangan, 
Honorer dan Buruh Tani.60 Maka untuk lebih jelas dapat dilihat 
pada tabel berikut: 

 

 

 

                                                           
60

 Sumber Data: Kantor Desa Suka Merindu 2022. 

BPD 

Anggota: 

1. Bayu Permadi 

2. Osen Hariyadi 

Sekretaris 

Ira Santriani, S.SI 

Wakil 

Pemi Andestu 

Ketua 

Heri Susanto 
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Tabel 1.4 

Keadaan Penduduk Desa Suka Merindu menurut mata 
pencaharian 

NO Mata Pencaharian Jumlah 

1 Karyawan Swasta 19 jiwa 

2 Petani 843 jiwa 

3 Pertukangan 8 jiwa 

4 Pns 4 jiwa 

5 Pensiun 1 jiwa 

6 Buruh 108 jiwa 

7 Wiraswasta 9 jiwa 

 Jumlah 992 jiwa 

Sumber Data: Profil Data Desa Suka Merindu tahun 2022 

E. Pendidikan 
Berdasarkan data yang diperolah dari pemerintahan Desa 

Suka Merindu pada awal tahun 2022, di Desa Suka Merindu 
Kecamatan Marga Sakti Sebelat ini masyarakatnya mayoritas 
tamatan sekolah dasar (SD), sekolah tinggi pertama (SMP), 
sekolah tinggi menengah (SMA) dan sarjana (S1). Adapun secara 
rinci keadaan pendidikan masyarakat di Desa Suka Merindu ini, 
dari mulai masyarakat yang tamatan SD sampai pada 
pendidikannya sampai perguruan tinggi dapat dilihat pada tabel 
berikut:61 

 

 

                                                           
61

 Sumber Data: Kantor Desa Suka Merindu 2022. 
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Tabel 1.5 

Tabel Keadaan Pendidikan 

NO Uraian Jumlah Laki-Laki Perempuan 

1 Tamat TK 67 38 29 

2 Tamat SD 710 374 336 

3 Tamat SMP 102 58 44 

4 Tamat SMA 57 36 21 

5 Tamat D3 3 1 2 

6 Tamat Sarjana 28 17 11 

Sumber Data: Profil Data Desa Suka Merindu Tahun 2022 

Dari tabel diatas penulis menyimpulkan bahwa latar 
belakang masyarakat Desa Suka Merindu masih banyak yang 
belum mendapatkan pendidikan yang standar yaitu pendidikan 
Sembilan tahun. Latar belakang pendidikan masyarakat itulah 
yang menjadi salah satu sebab terjadinya kegiatan sewa 
menyewa yang tidak sesuai dengan syariat islam. Karena 
kurangnya pengetahuan tentang masalah tersebut. Sedangkan 
pendidikannya yang ada di Desa Suka Merindu, dapat dilihat 
pada tabel berikut: 

 

Tabel 1.6 

Tabel lembaga pendidikan di Desa Suka Merindu 

NO Prasarana Jumlah 

1 Paud 1 Unit 
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2 TK 1 Unit 

3 SD 1 Unit 

4 SMP 1 Unit 

5 SMA - 

Sumber Data: Profil Data Desa Suka Merindu Tahun 2022 

F. Keadaan Sosial Agama 
Agama adalah suatu kebutuhan bagi manusia, karena 

manusia tanpa agama akan sewenang-wenangnya karena tanpa 
ada yang mengikatnya, untuk manusia membutuhkan agama 
sebagai pedoman hidupnya. di Desa Suka Merindu mayoritas 
masyaraktnya beragama islam, hal ini dapat dilihat pada tabel 
berikut: 

Tabel 1.7 

Keadaan penduduk menurut agama yang dianut 

NO Agama Jumlah Penganut Laki-Laki Perempuan 

1 Islam 1.213 634 579 

2 Kristen - - - 

3 Hindu - - - 

4 Budha - - - 

5 Aliran 
Keperc
ayaan 

- - - 

Sumber Data: Profil Data Desa Suka Merindu Tahun 2022 

Maka dari kondisi sosial keagamaannya sangat kuat, hal 
ini dapat dilihat dari keinginan masyarakat untuk mendirikan 
tempat-tempat ibadah yang mereka bangun dengan swadaya 
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dari masyarakat itu sendiri. Untuk meningkatkan pengetahuan 
keagamaan di Desa Suka Merindu diadakan pengajian-
pengajian berupa ceramah-ceramah yang dilaksanakan di 
masjid. Sarana ibadah atau tempat peribadatan di Desa Suka 
Merindu mempunyai sarana tempat ibadah terutama masjid, 
yang mendukung masyarakat untuk dapat melaksanakan 
ibadah, dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1.8 

Sarana ibadah di Desa Suka Merindu 

NO Uraian Jumlah 

1 Masjid 2 Unit 

2 Langgar 1 Unit 

3 Gereja - 

4 Pura - 

5 Wihara - 

Sumber Data: Profil Data Desa Suka Merindu Tahun 2022 

Dari keterangan diatas, masyarakat di Desa Suka 
Merindu mayoritas memeluk agama islam, sudah seharusnya 
dalam kegiatan sewa-menyewa dan kegiatan-kegiatan lainnya 
haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam 
islam, agar tidak terjerumus kedalam kegiatan yang dilarang 
oleh agama islam. 

G. Kondisi Sosial 

Dalam aspek budaya, masyarakat Desa Suka Mrindu 

merupakan masyarakat yang cukup heterogen pada umumnya 
dari suku pendatang diantaranya Suku Jawa dan Sunda yang 
datang ke Desa Suka Merindu. Oleh  
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karena itu, budaya yang ada di Desa Suka Merindu 
didominasi oleh kebudayaan pekal, berupa pesta adat atau 
upacara-upacara dan kesenian seperti tarian gandai dan pencak 
silat. Begitupun masyarakat Desa Suka Merindu yang berasal 
dari suku pekal melestarikan keseniannya yang berupa tarian 
gandai. Disamping itu juga terdapat kesenian yang bercorak 
modern seperti band dan orgen, rasa kekeluargaan, 
kebersamaan dan saling tolong-menolong antara anggota 
masyarakat yang satu dengan yang lainnya masih sangat 
nampak sekali. Misalnya bila ada suatu yang menyangkut 
kepentingan umum maka akan diselesaikan dengan cara 
musyawarah oleh masyarakat tersebut.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  
A. Bagaimana Praktek Nyewa Oyotan di Desa Suka Merindu 

Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. 
Nyewa oyotan merupakan salah satu sistem kerja sama 

dalam pengelolaan pertanian yang dilakukan masyarakat di 
Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten 
Bengkulu Utara.  

Akad nyewa oyotan diperbolehkan dan tidak boleh 
mengandung unsur paksaan, karena dalam akad ini kedua belah 
pihak harus saling merelakan. Dalam melakukan nyewa oyotan 
yang benar tidak hanya mengutamakan barang yang akan 
disewakan. Tetapi juga dari akad dan pelaksanaannya agar 
semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik. 

Masyarakat di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga 
Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara bermata pencaharian 
sebagai petani dan ada sebagian masyarakat melakukan praktek 
nyewa oyotan. Sistem nyewa oyotan adalah sewa menyewa dengan 
kesepakatan satu kali tanam atau satu kali panen, dalam jangka 
waktu empat bulan. Tetapi biasanya kalau padi sawah kisaran 
panennya tiga bulan sepuluh hari.  

    Pada praktek sewa menyewa ini lahan tetap digarap oleh 
pemilik lahan untuk ditamani atau dikerjakan sesuai dengan 
kesepakatan bersama. Lahan yang disewakan pemilik lahan 
kepada penyewa lahan yang berupa tanah sawah yang nantinya 
akan ditanami yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Adapun tata cara praktek nyewa oyotan di Desa Suka 
Merindu ini adalah sebagai berikut: 
1. Perjanjian/akad sewa tanah dalam sistem Nyewa Oyotan 

   Dalam melakukan perjanjian praktek sistem nyewa 
oyotan ini, sebelumnya telah diadakan perundingan antara 
pihak penyewa dengan pemilik lahan untuk membuat suatu 
kesepakatan, yaitu apakah si penyewa itu mau menyewa 
lahan sawah atau tidak. Dalam membuat perjanjian nyewa 
oyotan antara pihak yang menyewa dengan pemilik lahan itu 
saling terlibat dalam pembuatan akad perjanjian sewa 
menyewa tersebut. Jadi dalam sewa menyewa ini tidak 
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adanya perantara, yaitu hanya pemilik lahan dan penyewa 
lahan.  

   Berdasarkan hasil Wawancara kepada Rahmat 
mengatakan: 
        “saya datang langsung kerumah Bapak Ngatenan dengan 

maksut untuk menawarkan tanah sawah saya yang seluas 1/2 Ha 
untuk disewakan. Adapun pengelola dari tanah sawah tersebut saya 
sendiri selaku pemilik lahan”.62 

 
      Pelaksanaan praktek nyewa oyotan yang dilakukan oleh 

pemilik lahan dan penyewa lahan atas dasar saling rela dari 
kedua belah pihak tanpa ada kontrak tertulis, hanya sekedar 
kesepakatan melalui lisan saja.  

   Wawancara kepada Ngatenan selaku penyewa: 
     “Saat kami melakukan perjanjian hanya melalui lisan saja tidak 

tertulis dan tidak ada saksi karena kami saling percaya dan sudah 
kenal satu sama lain.”63 

 
   Pada praktek sistem nyewa oyotan ini sebagaimana 

yang dihasilkan dari hasil penelitian sistem nyewa oyotan 
menyatakan bahwa, pihak pemilik lahan menawarkan kepada 
orang yang dianggap mampu atau memiliki dana untuk 
menyewa tanah. Ketika pihak penyewa menyetujui menyewa 
tanah maka antara pemilik lahan dan penyewa melakukan 
tawar menawar atau melakukan kesepakatan akad seberapa 
besar nilai sewa yang akan diberikan dengan luas lahan 
tertentu, dan berapa lama masa sewa tersebut. 

   Berdasarkan hasil Wawancara kepada Dahril selaku 
pemilik lahan mengatakan: 

    “Saya menyewa tanah sawah sejak bulan Mei 2021 dan 
menawarkan kepada Bapak Jusni untuk menyewakan tanah sawah. 
Dikarenakan saya membutuhkan modal untuk menggarap sawah 
tersebut. Tanah sawah saya seluas 3/4  Ha dengan harga sewa Rp. 
3000.000.00 untuk jangka waktu satu kali panen saja yang disebut 
dalam istilah bahasa dusun dengan istilah Nyewa Oyotan”.64 

                                                           
62

 Rahmat, (Pemilik Lahan), Wawancara, Jum’at 4 Februari 2022. 
63

 Ngatenan, (Penyewa), Wawancara, Jum’at 4 Februari 2022. 
64

 Dahril, (Pemilik Lahan), Wawancara, Kamis 10 Februari 2022. 
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  Dari uraian diatas maka pelaksanaan perjanjian sewa 
menyewa tanah sawah di Desa Suka Merindu dilakukan 
secara langsung dan kekeluargaan dengan bertemu di rumah 
pihak penyewa untuk menyepakati kontrak secara lisan. Dan 
adapun pengelola/penggarap dari sewa menyewa tersebut 
tetap pemilik lahan bukan pihak penyewa. 

2. Faktor terjadinya sewa menyewa tanah sawah dalam sistem 
Nyewa Oyotan 

         Sewa menyewa tanah sawah di Desa Suka Merindu 
disebabkan oleh beberapa faktor: 
  Pertama,wujud rasa tolong menolong antar sesama. 
Pemilik lahan dan penyewa masih memiliki ikatan 
kekeluargaan sehingga sudah sewajarnya menolong antar 
sesama manusia. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Jusni ia 
selaku penyewa tanah sawah karena ada rasa tolong 
menolong terhadap sesama. Karena pemilik lahan tanah 
sawah membutuhkan modal dan ingin menggarap sawahnya. 

   Senada dengan itu ibuk Nona Wati selaku salah 
seorang penyewa di Desa Suka Merindu mengatakan: 

   “saya menolong pemilik lahan karna ia mebutuhkan biaya 
untuk sekolah anaknya dan tidak ada modal untuk mengarap sawah, 
jadi saya bersedia menyewa sawah tersebut”.65 

 
   Kedua, faktor penyebab sewa menyewa tanah sawah 

adalah pihak penyewa ingin menambah penghasilan dari 
padi untuk kebutuhan bahan pangan tetapi ia tidak bisa 
menggarap/mengelola sawah tersebut. 

  Seperti ungkapan Bapak Ngatenan: 
 

    “saya menyewa tanah sawah ingin memiliki padi untuk 
stok bahan pangan tetapi saya tidak bisa mengelola/menggarap 
sawah tersebut, jadi saya kasih uang sewa kepada pemilik lahan 
sebesar Rp. 2.500.00 dengan luas lahan 1/2 Ha.66 

 
 

                                                           
65

 Nona Wati, (penyewa), Wawancara, Jum’at 4 Februari 2022. 
66

 Ngatenan, (penyewa), Wawancara, Jum’at 4 Februari 2022. 
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  Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 
faktor sewa menyewa disebabkan karna tolong-menolong dan 
pihak penyewa tidak bisa menggarap tetapi membutuhkan 
stok padi untuk kebutuhan beras sebagai kebutuhan pokok. 
 

3. Perjanjian/akad bagi hasil dalam sistem Nyewa Oyotan 
  Bahwa setelah kesepakatan sewa menyewa tanah 
sawah dilanjutkan lagi kesepakatan siapa yang akan menjadi 
penggarap tanah tersebut dan bagaimana pembagian hasil 
dari panen yang diperoleh selama masa sewa.  
  Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmat: 
  “saya menyatakan kepada pihak penyewa yaitu Bapak 
Ngatenan dengan maksud untuk menyewakan tanah sawah saya 
yang seluas 1/2 Ha dengan uang sewa sebesar Rp. 2.500.000 
dibayar diawal akad. Dan adapun pengelola/penggarap serta bibit 
dan pupuk ditanggung oleh saya sendiri. Pembagian hasilnya dibagi 
1:2 setengah untuk saya dan setengah untuk pemilik lahan”.67 
  Pelaksanaan bagi hasil antara pemilik lahan dan 
penyewa di Desa Suka Merindu dilakukan secara lisan atau 
dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara pihak-
pihak yang berkepentingan dan tidak pernah menghadirkan 
sanksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang lemah. 
Alasannya karena ada rasa saling percaya dan kebiasaan yang 
pada umumnya terjadi didesa tersebut. 

   Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak 
Ngatenan menyatakan sebagai berikut: 

   “dalam melakukan perjanjian sewa menyewa terkait 
pembagian hasil panen padi, saya menggunakan cara lisan saja, 
tidak perlu ke tempat aparat desa, apalagi ditulis diatas materai, 
menurut saya terlalu ribet, tinggal kita bertemu kalau sudah setuju 
ya langsung saja dilaksanakan, sudah biasa seperti itu”.68 

   
    Pembagian hasil panen dari sewa menyewa tanah 
sistem Nyewa Oyotan di Desa Suka Merindu apabila bibit dan 
pupuk disediakan pemilik lahan dan dikelola pemilik lahan 
maka hasil panennya dibagi 1:2, dan ada juga pembagian 

                                                           
67

 Rahmat, (Pemilik Lahan), Wawancara, Jum’at 4 Februari 2022. 
68

 Ngatenan, (penyewa), Wawancara, Jum’at 4 Februari 2022. 
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dengan penetapan gabah padi antara penyewa dan pemilik 
lahan, seperti 20 karung gabah padi dari hasil panen. Semua 
tergantung kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa. 

   Seperti hasil wawancara dengan salah satu penyewa 
lahan tanah sawah di Desa Suka Merindu yaitu Bapak Jusni, 
menyatakan: 
  “kalau bagi hasil sewa menyewa yang saya lakukan sesuai 
dengan kesepakatan awal, bibit dan pupuk ditanggung oleh pemilik 
lahan serta yang mengelola/menggarap, bahwa tanah sekitar 3/4 Ha 
ketika ditanami padi dalam sekali masa panen akan menghasilkan 
sekitar 50 karung gabah padi. Sampai akhirnya saya sebagai 
penyewa itu memutuskan pembagian hasil dengan penetapan, jadi 
hasil bagian dari punya saya 20 karung gabah padi dan 30 karung 
gabah padi untuk pemilik lahan. Dan adapun biaya operasional pada 
saat panen ditanggung oleh pemilik lahan. Besarnya uang sewa 
yang diberikan Rp. 3.000.000.00”.69 

 
  Senada dengan yang diungkapkan Ibuk Nona Wati 
selaku penyewa yang menyatakan: 

   “saya sewa tanah sawah orang dengan penetapan dek, jadi 
kalau sudah selesai panen saya mendapatkan 15 karung gabah padi. 
Sebenarnya jumlah hasil panen tergantung luas lahan yang disewa. 
Yang saya sewa luas lahan tanah sawah 1/2 Ha dengan memberikan 
uang sewa Rp. 2.500.000, yang mana biaya pengelola ditanggung 
pemilik lahan selaku pengelola/penggarap”.70  

 
   Dari pernyataan dari beberapa responden dapat 

disimpulkan pembagian hasil penen sewa menyewa di Desa 
Suka Merindu adalah sebagai berikut: 
a. Apabila bibit dan pupuk disediakan pemilik lahan dan 

dikelola pemilik lahan maka hasil panennya dibagi 1:2 
untuk masing-masing pemilik lahan dan penyewa. 

b. Pembagian hasil panen dengan penetapan gabah padi yang 
mana luas lahan 1/2  Ha dengan uang sewa Rp. 2.500.000 
pihak penyewa mendapatkan 15 karung gabah padi, dan 
dengan luas lahan 3/4 Ha dengan uang sewa Rp. 
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 Jusni, (Penyewa), Wawancara, Jum’at 10 Februari 2022. 
70

 Nona Wati, (Penyewa), Wawancara. Jum’at 4 Februari 2022. 
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3.000.000.00 mendapatkan hasil panen 20 karung gabah 
padi untuk pihak penyewa.  

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah dan 
Muzara’ah Yang Terdapat Dalam Praktek Nyewa Oyotan di 
Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat 
Kabupaten Bengkulu Utara. 
 
1. Tinjauan terhadap praktek akad Ijarah (sewa menyewa) 

sistem Nyewa Oyotan. 
Setelah penulis mendeskripsikan terkait praktek 

pelaksanaan nyewa oyotan di Desa Suka Merindu Kecamatan 
Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya 
penulis akan menganalisis praktek  pelaksanaan sewa sistem 
Nyewa Oyotan tersebut berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi 
Syariah. 

     Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 
09/DSN-MUI/IV/2000, Ijarah itu sendiri adalah akad 
pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa 
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, 
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu 
sendiri. 

Konsep nyewa oyotan ini pada umumnya terdapat 
rukun dan syarat-syarat sewa menyewa. sewa menyewa 
dianggap sah apabila orang yang melakukan perjanjian 
tersebut memenuhi rukun dan syarat perjanjian pada 
umumnya. 

     Rukun sewa menyewa itu sendiri yaitu terdiri dari pihak 
yang menyewa (musta‟jir), pemilik lahan sawah (mu‟jir), 
benda yang disewakan (ma‟jur), dan akad. Untuk 
melaksanakan suatu akad pihak-pihak yang melakukan akad 
harus memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. 
Perbuatan hukum disini ialah perbuatan yang akan 
menimbulkan masalah hukum. Adapun akad ijarah dapat 
dilakukan dengan tatap muka, maupun jarak jauh dan benda 
yang disewakan (ma‟jur) haruslah pemilik, wakilnya atau 
pengampunya. Sedangkan penggunaan barang yang 
disewakan (ma‟jur) harus dicantumkan dalam akad ijarah dan 
apabila penggunaan ma‟jur tidak dinyatakan pasti dalam 
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akad, maka ma‟jur digunakan berdasarkan aturan umum dan 
kebiasaan. 

    Praktik pelaksanaan nyewa oyotan di Desa Suka Merindu 
Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara 
ialah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan 
penyewa. dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
penulis, maka analisa praktek nyewa oyotan yang terjadi di 
Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat 
Kabupaten Bengkulu Utara terdapat beberapa hal: 
a. Transaksi dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa lahan 

atas dasar saling rela dari kedua belah pihak. 
b. Setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, 

selanjutnya pemilik lahan dan penyewa melakukan tawar 
menawar atau melakukan kesepakatan akad seberapa nilai 
sewa yang akan diberikan dengan luas lahan tertentu, dan 
ditentukan siapa yang akan menggarap lahan dan siapa 
yang akan menyediakan pupuk. 

c. Lahan yang telah disewakan oleh penyewa akan dikelola 
oleh pemilik lahan dan hasilnya akan dibagikan 
berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan. 

d. Pemilik lahan akan menerima uang sewa pada awal akad 
sebelum memulai menggarap lahan tanah sawah tersebut.  

e. Pengembalian lahan sesuai waktu yang telah disepakati 
pada awal akad. 

Pada poin A telah dijelaskan bagaimana praktek nyewa 
oyotan di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat 
Kabupaten Bengkulu Utara, hal ini penulis dapatkan dari 
beberapa keterangan dan data-data yang berhasil penulis 
kumpulkan. Dari data tersebut penulis selanjutnya akan 
menganalisa tentang bagaimana praktik nyewa oyotan di 
Desa Suka Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat 
Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari Hukum Ekonomi 
Syariah. 

  Dalam Hukum Ekonomi Syariah , pasalnya perjanjian 
yang dilakukan masyarakat Desa Suka Merindu Kecamatan 
Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara adalah secara 
lisan, sehingga tidak mempunyai data otentik yang kuat 
apabila terjadi kesalahpahaman. Dalam Undang-Undang No 
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2 Tahun 1960 juga ditegaskan bahwa setiap perjanjian dibuat 
dalam bentuk tertulis dihadapkan kepada Kepala Desa 
dengan dipersaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing 
dari pihak pemilik tanah dan penyewa. hal tersebut adalah 
untuk melindungi golongan petani yang ekonominya lemah 
dan sebagai acuan agar pelaksanaan hak dan kewajiban serta 
pembagian hasil kedua belah pihak dilaksanakan secara adil 
dan terjamin kedudukan hukumnya. Dalam Al-Qur‟an surah 
Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut: 

 ي ايَ ُّهَاٰالَّذِيْنَٰا مَنُ وْٰاٰاِٰذَاٰتَدَايَ نْتُمْٰبِدَيْنٍٰاِل ٰٰاَجَلٍٰمُّسَمِّىٰفاَكْتبُُ وْهُٰٰ
ٰ 

  Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu‟amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Q.S Al-
Baqarah:282) 

 
 Menurut ayat diatas tentang praktek nyewa oyotan di 
Desa Suka Merindu didalam dianjurkan menulis dan 
mencatat dalam perjanjian tersebut. Bilamana nantinya terjadi 
ketidak adilan secara sepihak maka kita harus mengadakan 
musyawarah kembali, supaya terhindar dari kesalahpahaman 
antara kedua belah pihak yang tidak diinginkan nantinya. 
 Dari penjelasan diatas, dapat di ketahui bahwasanya 
syarat praktek Ijarah dalam sistem nyewa oyotan sudah 
terpenuhi dimana posisi pemilik tanah sebagai penggarap. 
Objek sewanya adalah tanah sawah dengan ketentuan waktu 
3 bulan 10 hari yang disebut dengan istilah nyewa oyotan. 
Penyewa dan pemilik lahan, objeknya, biaya sewa, serta 
waktu yang ditentukan jelas dan disepakati kedua belah 
pihak. Maka sistem Ijarah pada sistem nyewa oyotan 
hukumnya sah dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. 

2. Tinjauan akad bagi hasil (Muzara‟ah) dalam sistem Nyewa 
Oyotan. 

Pada praktek sewa sistem Nyewa Oyotan yang sudah 
dipaparkan praktek tersebut memiliki dua akad yaitu akad 
ijarah dan muzara‟ah. Muzara‟ah adalah kerjasama pengelolaan 
pertanian antara pemilik lahan dan penggarap (Muzari‟), 
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dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada 
pihak penggarap (Muzari‟) untuk ditanami dan dipelihara 
dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. 
Akad muzara‟ah terjadi setelah akad ijarah karena setelah akad 
ijarah di sepakati maka secara hakikatnya objek sewa menjadi 
milik penyewa lahan selama akad sewa itu berlangsung. Pada 
praktek ini yang terjadi adalah menggunakan akad muzara‟ah, 
karena setelah pihak penyewa memberikan uang sewa maka 
pada hakikatnya objek sewa menjadi milik penyewa lahan 
selama akad itu berlangsung.                                                      

Muzara‟ah adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti 
sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya 
(seperdua, sepertiga, atau seperempat). Rukun muzara‟ah itu 
sendiri terdiri dari pemilik tanah, penggarap (muzari‟), objek 
akad (ma‟qud „alaih), lahan yang digarap, ijab dan qabul. 

Praktek akad muzara‟ah di Desa Suka Merindu 
Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara 
ketentuan akad pembagian hasil untuk pasangan Bapak 
Rahmat (muzari‟) dan Ngatenan dengan ketentuan bagi hasil 
1:2, pasangan Bapak Dahril (muzari‟) dan Jusni dengan 
penetapan 20 karung gabah padi untuk pihak penyewa, dan 
untuk pasangan Bapak Buman (muzari‟) dan Nona Wati 
dengan penetapan 15 karung untuk pihak penyewa. 

 Adapun bagi hasil dengan penetapan gabah padi, maka 
sistem bagi hasil ini terdapat syarat yang menimbulkan 
ketidakpastian pembagian hasil antara dua pihak antara 
pemilik lahan dan penyewa. salah satu pihak mensyaratkan 
persentase tertentu bagi dirinya atas hasil yang akan 
didapatkan atau mengkhususkan bagian tertentu, dengan 
menentukan 15 karung gabah padi dan 20 karung gabah padi 
setelah masa panen sesuai dengan luas lahan. Sistem bagi 
hasil ini dilarang oleh hukum Hukum Ekonomi islam karena 
mengandung unsur ketidakpastian atau gharar. Hal ini bisa 
di lihat dari larangan hadis di bawah ini: 
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فَكُنَّاٰنُكْ رِٰاْلََرْضَٰ كُٰنَّاٰاكَْثَ رَٰاْلَنَْصَارِٰحَقْلًَٰ عَنْٰراَفِعِٰبْنِٰخَدِيْجِٰقاَلَ
تُْرِْ ٰىَذِهِٰفَ نَ هَاٰناَعَنْٰذَلِكَٰ ٰلنََاٰىَذِهِٰفَ رُبََاَٰأَخْرَجَتْٰىَذِهِٰولََْٰ  عَلَىٰانََّ

ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ)رواهٰبخاري(  

  Artinya: “Dari jalan Rafi‟i bin Khadij, ia berkata: “Kami 
kebanyakan pemilik tanah dimadinah melakukan Muzara‟ah, 
kami menyewakan tanah, satu bagian dari padanya 
ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-kadang si 
pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang 
lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa 
suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami 
dilarang”. (H.R. Bukhari). 

Penulis dapat menarik kesimpulan praktek nyewa oyotan 
di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat 
Kabupaten Bengkulu Utara, rukun dan syarat muzaraah yang 
dilakukan oleh para pihak yang melakukan praktek nyewa 
oyotan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi 
Syariah. Dimana posisi penggarap (muzari‟) adalah pemilik 
lahan bukan pihak penyewa dan yang menentukan hasil ialah 
pihak penyewa karena pada hakikatnya objek sewa menjadi 
milik penyewa selama akad sewa itu berlangsung. Ketentuan 
persentase 1:2, juga telah sesuai dengan prinsip Hukum 
Ekonomi Syariah tetapi tidak dengan ketentuan bagi hasil 
dengan ketetapan gabah padi, hal ini terdapat kezaliman 
disalah satu pihak seumpama gagal panen. Maka pemilik 
lahan sebagai penggarap (Muzari‟) akan menanggung 
kerugian ini karena ia tetap memberi hasil panen kepada 
pihak penyewa dengan jumlah yang telah disepakati diawal 
akad. 
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BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 
1. Praktik pelaksanaan perjanjian nyewa oyotan di Desa Suka 

Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten 
Bengkulu Utara adalah melalui dua akad perjanjian. 
Perjanjian yang pertama yaitu perjanjian sewa menyewa 
tanah yang awalnya dimulai dari pihak pemilik lahan dengan 
ketentuan berapa luas lahan yang akan disewa, berapa besar 
biaya yang akan diberikan, dan berapa lama waktu sewa 
tersebut. Setelah sepakat dilanjutkan perjanjian kedua yaitu 
perjanjian bagi hasil panen, selama masa penyewaan itu 
berada ditangan penyewa. karena penyewalah yang 
menetukan hasil panen dan status penyewa sebagai pemilik 
lahan sementara selama akad sewa berlangsumg. 

2. Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan Nyewa 
Oyotan di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat 
Kabupaten Bengkulu Utara terdapat dua akad yaitu akad 
Ijarah dan Muzara‟ah. Dari segi rukun dan syarat Ijarah telah 
sesuai walaupun disini pengelola tetap pemilik lahan. Dan 
untuk pembagian hasil (muzara‟ah) terhadap hasil panen 
dalam sistem Nyewa Oyotan telah sesuai dengan ketentuan 
Hukum Ekonomi Syariah dengan ketentuan 1:2 seperti yang 
dilakukan oleh pasangan Bapak Rahmat dan Ngatenan. Akan 
tetapi ada bentuk bagi hasil yang belum sesuai dengan 
Hukum Ekonomi Syariah yaitu dengan sistem penetapan 
karung gabah padi, seperti yang dilakukan Bapak Dahril dan 
Jusni dengan penetapan 20 karung gabah padi untuk pihak 
penyewa, dan yang dilakukan Bapak Buman dan Nona Wati 
dengan penetapan 15 karung gabah padi untuk pihak 
penyewa. pembagian seperti itu tidak diperbolehkan karena 
mengandung unsur gharar dan kezaliman karena terdapat 
ketidakjelasan bagian pada pihak pemilik lahan (muzari‟), 
sedangkan bagian penyewa lahan sudah dipastikan dari awal 
akad terlepas hasil panen melimpah maupun gagal. 
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B. Saran  
1. Dalam melakukan perjanjian hendaklah memahami rukun 

dan syarat yang sesuai dengan syari‟ah. 
2. Kepada pemilik lahan dan penyewa di Desa Suka Merindu 

hendaklah disaat melakukan akad haruslah dengan tertulis, 
dengan adanya hitam diatas putih. Sehingga apabila terjadi 
kesalahpahaman ada bukti yang dapat membantu 
memperjelas kesalahpahaman tersebut. 

3. Disarankan kepada pemilik lahan dan penyewa di Desa Suka 

Merindu pada saat melakukan akad untuk menentukan 
pembagian hasil panen padi jangan ditentukan dengan cara 
penetapan jumlah gabah padi. Nantinya pada saat  tiba masa 
panen mengalami gagal panen sehingga akan merugikan 
salah satu pihak. 
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Gambar 2.0 
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Gambar 3.0 

Wawancara dengan Bapak Ngatenan (Penyewa Tanah Sawah) 
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Wawancara dengan Ibuk Sumini (Pemilik Lahan Tanah Sawah) 



 
 

 
 

 

Gambar 5.0 

Wawancara dengan Bapak Buman (Pemilik Lahan Tanah Sawah) 

 

Gambar 6.0 

Wawancara dengan Ibuk Nona Wati (Penyewa Tanah Sawah) 



 
 

 

 

Gambar 7.0 

Wawancara dengan Bapak Ajis (Tokoh Masyarakat) 

 

 

Gambar 8.0 

Tanah sawah di Desa Suka Merindu 
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